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PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI KOLAKA TIMUR DAN DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua Kami bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ABD. AZIS, SH
Jabatan : PIt. Bupati Kolaka Timur
Alamat Kantor : Desa Lalingato, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur

Dalam hal ini bertindak selaku dan untuk atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Hj. SUHAEMI NASIR, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur
Alamat Kantor : Kel. Simbalai, Kec.Loea, Kab. Kolaka Timur

3. Nama : Hj. RAHMATIA LUKMAN, SE., M.Si..
Jabatan - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur
Alamat Kantor : Kel. Simbalai, Kec.Loea, Kab. Kolaka Timur

4. Nama : SYUKUR
Jabatan - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur
Alamat Kantor : Kel. Simbalai, Kec.Loea, Kab. Kolaka Timur
Dalam Hal ini bertindak selaku dan untuk atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang
selanjutnya disebut sebagai PITHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten
Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022, diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara APBD Perubahan yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kolaka Timur Tahun
Anggaran 2022.




Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan APBD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun
Anggaran 2022 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun
Anggaran 2022 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan
Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, APBD Perubahan
Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Raperda APBD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran

2022,

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR PIMPINAN DPRD KAB. KOLAKA TIMUR
Selaku PO Selaku
PIHAK PERTAMA ) puum KEDUA

ABD. AZIS, SH Hij. SUHAEMI NASIR, S.Pd., M.Pd
KETUA
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BAB 1} PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan harus
disusun oleh pemerintah sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Perubahan. Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD, yang
berisi tentang rancangan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKAP-SKPD.

Perubahan Kebijakan APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah yang berisi
petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan anggaran yang dimuat dalam
Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja keuangan daerah
selama satu tahun anggaran. Hal tersebut karena kedua dokumen tersebut memuat
komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang dibarapkan pada setiap
bidang urusan pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Tahun  Anggaran 2022 merupakan penajaman dari program prioritas
pembangunan daerah yang telah termuat dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022,

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada
proses perumusan Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 ditujukan untuk
meningkatkan optimalisasi anggaran. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila
seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi
kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimeksud adalah
pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan, optimalisasi anggaran
juga memerlukan dukungan politik (political will) dari pimpinan dalam hal ini
Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas
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dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel
dan transparan.

Kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari
pendapatan daerah, tidak terlepas dari prospek perekonomian Nasional dan Daerah ke
depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) nantinya jelas akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi
pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang
selama ini terselenggara. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi dengan upaya
penyatuan persepsi antara kebijakan program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah
yang menjadi perhatian bersama guna fercapainya fujuan pembangunan Nasional.
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota harus
mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi
masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapatan prioritas pembangunan Nasional
dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Pusat,
pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam RKPD

1.2, Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Memberikan pedoman kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam menyusun Perubahan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka
Timur Tahun 2022.

2. Mewujudkan keterpaduan program Nasional dan Daerah dalam upaya peningkatan

pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
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Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4355);

1
1.3. Dasar Hukum
Landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan
Tanggungjawab Keuvangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka
Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

in

Y Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (I.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 fentang Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi
rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seria Tata cara perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 teatang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926) ;




I

e

*

16.

17.

18.

19.

3
> 4 . i .
i prioritas dan flafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
APED Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022

b e e ie o e

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor
21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022;
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¢ RENCANA PENDAPATAN
! DAN PENERIMAAN
i PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Daerah meliputi semua pencrimaan wang melalui rekening kas umum
daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Dacrah terdiri atas
3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan
dan potensi daerah, sechingga besamnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas
otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan
Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Pendapatan transfer merupakan sumber
Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan
kewenangan Pemerintzhan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada

daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Kenatkan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi
makro Nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor
pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten
Kolaka Timur secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan
ekstensifikasi, schingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat
diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan
pendapatan diarabkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan

ckstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli

Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi
Pendapatan Transfer (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih
proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.
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2.1.  Perubahan Target Pendapatan

Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan Daerah dalam Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka target
Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 secara keseluruhan yakni sebesar
Rp684.406.591.776,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp689.304.408. 198,00.

Adanya desentralisasi memberi kesempatan pada Daerah untuk meningkatkan
potensi pendapatannya diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu
pemberian sumber - sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan
sendiri sesuai dengan potensi Daerah. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terdiri atas : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil
pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah
yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar
Rp25.752.761.812,00 mengalami perubahan target menjadi sebesar Rp21.192.867.300,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak Daerah yang terdiri dari pajak Hotel/Penginapan/Rumah Kos, Pajak Restoran,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar
Rp6.266.997.337,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp5.266.997.337,00

b. Refribusi Daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi
perizinan tertentu ditargetkan sebesar Rp2.049.000.000,00 mengalami penurunan
menjadi sebesar Rp2.734.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan  sebesar
Rp7.399.273.204,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp8.641.869.963,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp10.037.491.271,00 mengalami
penurunan menjadi sebesar Rp4.550.000.000,00.

Pendapatan Dacrah yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada tahun 2022

ditargetkan sebesar Rp656.653.829.964,00 mengalami penyesuaian target menjadi sebesar

Rp658.450.255.353,00 yang terdiri atas :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp625.935.380.682,00
mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp627.731.806.071,00 dengan rincian :
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k. Program Penanganan Bencana;

. Percepatan Pembangunan Dan Pemerataan Infastrukiur

Untuk  mendukung  kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan
infrastruktur, beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Kolaka Timur adalah :

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda;)

S

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

A~ oo

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
Program Pengembangan Permukiman;
Program Penataan Bangunan Gedung;

Program Penyelenggaraan Jalan;

B w oo

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

-y
+

Program Pengembangan Perumahan;

Program Kawasan Permukiman;

L ——

k. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu);
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj);

. Peningkatan Nilai Tambah FEkonomi Melalui Sektor Pertanian, Pariwisata Dan

Kesempatan Kerja

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung visi Kepala Daerah dalam rangka
mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan, selain
itu kebijakan ini dimaksudkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam hal
penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 secara umum dan

secara luas melalui sebuah proses yang menghasitkan perubahan sosial baik nilai,

norma, prilaku juga guna meningkatkan pangsa pasar secara mengunfungkan dan

berkelanjutan melalui pemanfaatan keunggulan komparatif Kabupaten Kolaka Timur,
Program pembangunan yang akan dilaksanakan ditujukan pada beberapa hal
sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian
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peningkatan pelestarian seni budaya dimaksudkan untuk melestarikan nilai — nilai
budaya lokal, dan terpeliharanya nilai—nilai adat istiadat di tengah—tengah masyarakat.

Untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan pelayanan publik yang prima,

melaksanakan e-government yang lerintegrasi (e-planning, e-b udgeting, e-monitoring
dan e-evaluating) serta meningkatkan efektivitas dan pencegahan tindak pidana korupsi,

menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, pemerintahan

yang transparan dan akuntabel, serta aparatur pemerintahan berkarakter yang mempuyai

nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi sebagai

pengemban amanah yang professional yang berdaya guna sehingga dapat menciptakan

sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Program pembangunan yang akan
dilaksanakan ditujukan pada beberapa hal sebagai berikut ;

a.
b.

C.

=

Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan

Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);

- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat;

. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

. Program Pengelolaan Persampahan;

Program Pengembangan Kebudayaan;

. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;

. Program Adminisirasi Umum;

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

F -

m
n
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. Program Perekonomian Dan Pembangunan;

. Program Kepegawaian Daerah;

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:

. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
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Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
Program Penanganan Kerawanan Pangan;

Program Pengawasan Keamanan Pangan;

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,;

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;

Fo@Romoe e

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;

Ll
H

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

S

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertaman;
m. Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian;
n

. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;

e

Program Pemasaran Pariwisata;
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif:

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;

Hoe o

Program Penempatan Tenaga Kerja;

w

Program Hubungan Industrial;

-

Perencanaan Kawasan Transmigrasi;

Pembangunan Kawasan Transmigrast;

Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;

Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM);
Program Pengembangan UMKM;

< ¥ oz = g

4. Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pengembangan Budaya Dan Tata Kelola
Pemerintahan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk upaya memelihara kelangsungan daya dukung

dan daya fampung lingkungan hidup yang meliputi upaya dalam pengelolaan

lingkungan hidup, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,

pengawasan, pengendalian dan untuk mencapai ketahanan sumber daya air dan tanah

yang berkelanjutan serta perbaikan lingkungan. Selain itu kebijakan dalam hal

dpus T e . oM B Wrm G GER b AT F MM % PeE 0 WS L WT T ME > WAR L S N MER R DN 8 AN B Gl ¥ Rtve s w4 s o
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r. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
s. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
t. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
u. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
v. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
w. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
X. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
y. Program Pendaftaran Penduduk;
z. Program Pencatatan Sipil;
aa. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
bb. * Program Penataan Desa;
cc. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
dd. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
ee. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat
Hukum Adat;

Selain program pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut diatas, beberapa hal
yang penting dilaksanakan antara lain :

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. Pelaksanaan E-Govemment (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) dalam
pengelolaan pemerintahan daerah;

¢. Peningkatan profesionalitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintaban daerah
yang bersih dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
melalui kegiatan pemantapan pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standard
Operating Procedure (SOP)/Prosedur Operasi Standar;

d. Pengembangan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga atau
kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

Untuk mencapai implementasi Agenda Pembangunan Dacrah yang telah direncanakan,
maka disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022
sebagai penjabaran program dan kegiatan. PPAS Tahun Anggaran 2022, merupakan
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penajaman rincian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang tertuang
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Timur
Tahun 2022. Adapun Tema Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 yaitu
“heningkathan Pertumbunan Ekonomi Meluiui Seiior Ungguian dan Percepatun
Pembangunan Infrastrultur Dasar”.

Makna dari tema pembangunan tahun 2022 tersebut berkaitan dengan mewujudkan
pembangunan berkelanjutan baik yang mendukung peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi
maupun yang menunjang secara langsung dan tidak langsung terhadap taraf hidup
masyarakat. Berdasarkan tema yang di kemukakan di atas selanjutnya dijabarkan kedalam
beberapa agenda prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur. Prioritas pembangunan
pada tahun 2022 merupakan strategi yang ditempuh untuk mempercepat tercapainya sasaran
pokok pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 merupakan bagian
dari Pembangunan Nasional maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sinkronisasi
antara prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan program-
program prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur harus berjalan secara terpadu dan
sinergi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menierd Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021,
dimana diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi dengan upaya penyatuan persepsi antara
kebijakan program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang menjadi perhatian
bersama guna tercapainya tujuan pembangunan Nasional. Berdasarkan hal tersebut,
pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung  tercapainya
prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daeraki,
mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Nasional dimaksud sanéat
tergantung pada sinergilas kebijakan antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan
pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih
lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Sinergitas tersebut
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dapat dirinci berdasarkan alokasi anggaran dalam KUA/PPAS APBD Tahun 2022
(terlampir)
Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Terhadap Prioritas

Pembangunan Nasional

Prioritas
No Pembangunan Jumlah Pagu Anggaran SKPD Pelaksana Ket.
Nasional
1 2 3 4 5
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi Dinas Pangan, Dinas Tanaman
1 | untuk Pertumbuhan 42,724 440.204 | Pangan dan Peternakan, Dinas
Yang Berkualitas dan Perkebunan dan Holtikultura
Berkeadilan
Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Mengembangkan Koperasi, Usaha Kecil dan
Wilayah Untuk Menengah, Dinas Transmigrasi
2 | Mengurangi 25.016.630.555 | dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial,
Kesenjangan dan Badan Perencanaan Pembangunan
Menjamin Pemerataan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
| Sipil, Dinas Pendidikan,
Meningkatkan Sumber Kepemudaan dan Olahraga, Dinas
Daya Manusia Yang Kesehatan, Rumah Sakit Umum
3 Berkualitas dan 337.962.372.105 Pacrah, Dinas Pemberdayaan
Berdaya Saing Perempuan dan Perlindungan
Anak, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Badan Politik dan Pemerintahan
Revolusi Mental dan Umum, Dinas Pariwisata dan
4 | Pembangunan 24.713.299.624 | Kebudayaan, Badan Kepegawaian
Kebudayaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Inspektorat
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Prioritas
No Pembangunan Jumlah Pagn Anggaran SKPD Pelaksana Ket.
Nasional

1 2 3 4 5
Memperkuat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Infrastruktur Untuk Ruang dan Perhubungan, Dinas
Mendukung Perumahan dan Kawasan

3 Pembangunan 131.179.985.233 Pemukiman, Dinas Komunikasi,
Ekonomi dan Informatika dan Persandian,
Pelayanan Dasar Kecamatan dan Kelurahan,
Membangun
Lingkungan Hidup e .

. Ll Dinas Lingkungan Hidup, Badan

6 | Meningkatkan 8,606,460.199 ’
Ketahanan Bencana Penanggulangan Bencana Daerah,
dan Perubahan Iklim

Sekretariat Daerah, Sekretariat

Memperkuat Stabilitas Dewan Perwakilan Rakyat
Polhukam dan Daerah, Satuan Polisi Pamong

7 Transformasi 261.222.207.829 Praja, Dinas Kearsipan dan
Pelayanan Publik Perpustakaan, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah
Total 831.425.396.349
G ok mut s e n e ke ¥ wew 5wk b W & MR A wes s WmA s M U WS & e B mew A M 4 e s Tem 6 G 3 -
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s Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp26.198.915.682,00
mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp43.206.648.000,00.

e Dana Alokasi Umum ditargetkan scbesar Rp379.028.144.000,00 mengalami
penurunan menjadi sebesar Rp377.763.585.001,00

o Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rpl126.682.927.000,00 mengalami
penurunan menjadi sebesar Rp112.736.179.070,00.

o Dana Insentif Daerah (DID) tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp6.702.632.000,00.

e Pendapatan Dana Desa tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp87.322.762.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp30.718.44%9.282,00.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
pada Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 mengalami
peningkatan menjadi sebesar Rp9.661.285.545,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada RSUD Non BLUD Tahun 2022 yang dianggarkan
sebesar Rp2.000.000.000,00 mengalami peningkatan menjadi Rp4.000.000.000,00.

b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2022 sebesar Rp5.661.285.545,00
yang semula melekat pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah Jenis Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah.

2.2, Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan

Untuk Anggaran Tahun 2022 penerimaan pembiayaan direncanakan untuk
menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
sebesar Rp61.667.980.237,00 mengalami penyesuian menjadi sebesar
Rp146.120.988.151,44..

Secara umum target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun
Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
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Perubahan Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022

. Pendapatan dan Penerimaan Anggaran (Rp) Bertambah / (Berkurang)
Pembiayaan Daerah Sebelum Setelah Rp o,
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 51 6
1 | Pendapatan 684.406.591.776,00 | 689.304.408.198,00 4.897.816.422,00 0,72
11 | Pendapatan Asli Daerah 25752.761.812,00 | 21.192.867.300,00 | (4.559.804.512,00) | (17,71)
.11 | Pajak Dacrah 6.266.997.337,00 |  5.266.997.337,00 | (1.000.000.000,00) | (15.96)
: 112 | Retribusi Daerah 2,049,000,000,00 |  2.734.000.000,00 685.000.000,00 | 3343
113 | HasilPengelolaan Kekayam Dacrah 7399.273.204,00 | 8.641.869.963,00 | 1.242.506.759,00 | 16,79
Yang dipisahkan
114 | Lanlam Pendepatmn Ashi Dactahyang | 16,037.491.271,00 | 4.550.000.000,00 | (5.487.491.271,00) | (54,67)
1.2 Pendapatan Transfer 656.653.829.964,00 | 658.450.255.353,00 1.796.425.389,00 0,27
1.21 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 625.935.380.682,00 | 627.731.806.071,00 1.796.425.389,00 0,29
12.1.1 g;‘ggms{ewm“m‘nm Bagiflasil | 56 108.015.682,00 | 4320664800000 | 17.007.73231800 | 6492
1.2.1.2 | Dana Alokasi Umum 379.028.144.000,00 | 377.763.585.001,00 | (1.264.558.999.00) | (0,33)
- 1.2.1.3 | Dana Alokasi Khusus 126.682.927.000,00 | 112.736.179.070,00 | (13.946.747.930,00) | (L1,01)
i‘- 1.2.1.4 | Dana Insentif Daerah (DID) 6.702.632.000,00 |  6.702.632.000,00 ] -
. 1215 | Pendapatan Dana Desa 87.322.762.000,00 | 87.322.762.000,00 i -
122 | Pendapatan Transfer Antar Dagrah 30.718.449.282,00 | 30.718.449.282.00 - -
13 | gawlain Pendapatan Dacrah Yang 2.000.000.000,00 |  9.661.285545,00 |  7.661.285.545,00 | 38306
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada
130 | poripain Dana 2.000.000.000,00 |  4.000.000.000,00 {  2.000.000,000.00 | 100,00
endapatan Dana Rapiast JKN pada -1 566128554500 |  5.661.285,54500 -
31 Penerimaan Pembiayaan Daerah 61.667.980.237,00 | 146,120988.151,44 | 84.453.007.914,44 | 13695
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tabun -
| g P 23.109.511.668,00 | 107.562.519.582,44 | 84.453.007.914,44 | 36545
Penerimaan Dana Transfer 38.558.468.569,00 | 38.558.468.569,00 i ;
Jumlah Penerimaan Pemhiayaan 61.667.980.23700 | 146.120.988.151,44 | 84.453.007914.44 | 13695
DANA TERSEDIA 746.074.572.013,00 | 835425396,349,44 | 89.350.824.336,44 | 1198
@m.m..—:---:un.n—o-—-awn-—-n—--—-amgm:m‘ﬂ-m\“-mo-—-—-@
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i PRIORITAS BELANJA
BAB III % DABRAH

Prioritas perencanaan belanja daerah pada APBD perubahan tahun 2022
menitikberatkan pada pemulihan ekonomi ditengah dimasa pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19). Penyelarasan prioritas pembangunan nasional dan provinsi dengan
kebijakan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 yang antara lain peningkaian
pemanfaat sumberdaya alam yang tersedia terutama pada sector pertanian, perkebunan dan
perdagangan, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pada urusan Pendidikan dan
Kesehatan dan pemberian kemudahan pemberian izin sesuai aturan pada kegiatan investasi
disemua sektor usaha.

Prioritas pembangunan pada tahun 2022 merupakan strategi yang ditempuh untuk
mempercepat tercapainya sasaran pokok pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam
Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026. Penetapan
Prioritas pembangunan 2022 dilakukan dengan memperhatikan prioritas nasional, prioritas
Provinsi Sulawesi Tenggara, isu/permasalahan daerah dan hasil evaluasi kinerja
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur tahun sebelumnya.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 yang
dijabarkan pada Tema pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 yaitu
“Meningkatka;z Pertuinbuhan Ekonomi Melalui Sektor Unggulan dan Percepatan
Pembangunan Infrastrulitur Dasar”. Tema tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima)
prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan, keschatan dan
pengentasan kemiskinan,

2. Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur;
Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui sektor pertanian, pariwisata dan kesempatan
kerja;

4. Pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan budaya dan tata kelola pemerintahan.

Prioritas pembangunan Tahun 2022 sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 yang dijabarkan sebagai




L.

Pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan

pengentasan kemiskinan.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan indikator makro pembangunan
tahun 2022 yang melipuli peningkatan akses pendidikan, keschalan dan upaya
pengentasan kemiskinan serta peningkatan mutu pelayanan dasar dan pemerataan
pelayanan dasar.

Program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan
pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dari segi peningkatan kualitas sumber daya
manusia adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan;

b. Program Pengembangan Kurikulum;

¢. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;

d. Program Pengedalian Perizinan Pendidikan;

e. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

=

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

g. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan umur harapan hidup,
penurunan stuniing, penurunan kemaibian ibu dan bayi, peningkaian gizi masyarakal
serta pengentasan kemiskinan yaitu :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat;

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,

¢. Program Pengendalian Penduduk;

f. Program Pembinaan Keluarga Berencana,

g. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

h. Program Pemberdayaan Sosial;

i. Program Rehabilitast Sosial;

j. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial,

Il - 2
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Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Terhadap

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

Prioritas
No Pembangunan SKPD Pelaksana Jumlah Pagu (Rp)
Previnsi
1 2 3 4
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
. . Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
poninglatan K0alaS | 1o raga, Dinas Keschatan, Rumah Sakit
idup masyarakat dan U Daerah, Dinas Pemberd
1 pemerataan akses mum a nas rembercayaan 346.568.832.904

Perempuan dan Perlindungan Angk, Dinas

terhadap pelayanan Pemnb

dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan
Hidup, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah,
Dinas Pangan, Dinas Tanaman Pangan

Peningkatan daya dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan

saing perekonomian Holtikultura, Dinas Perdagangan,

2 daerah melalui Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 67 741.070.759
peningkatan nilai Menengah, Dinas Transmigrasi dan e
tambah sektor-sektor Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Badan

-unggulan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, Dinas Kearsipan dan
Tata kelola Perpustakaan, Badan Pengelolaan
3 | pemerintahan yang Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan 285.935.507.453
baik Politik dan Pemerintahan Umum, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Inspektorat
G % MM b MG b M 4 e Ba A et N e b el @ ey s M A e s nam 4 mem w e Auv e eww ke PR e 4
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Prioritas

No Pembangunan SKPD Pelaksana Jumlah P